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Pemerintah Diminta Tingkatkan
Sistem Pengendalian Internal

} Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN)
DPR RI meminta setiap
lembaga memperkuat
efektivitas Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP). Ketua
BAKN Sumarjati Arjoso
mengatakan, lemahnya
SPIP menjadi akar per-
masalahan terjadinya pe-
nyimpangan pertanggung-
jawaban keuangan negara.

Tahun 2013, BAKN me-
lakukan investigasi terha-
dap dua program pemerin-
tah yaitu program tunja-
ngan profesi guru dan pro-
gram subsidi pupuk. Inves-
tigasi BAKN atas kedua
program ini didorong oleh
banyaknya keluhan masya-

rakat atas  pelaksanaan
program tersebut di
lapangan.

Masyarakat mengeluh-
kan banyak yang tidak be-
res dari dua program itu.
Guru-guru  masth  sering
terlambat menerima uang
tunjangan profesi. Berda-
sarkan hasil investigasi,
kurang tertibnya tata kelola
program profesi guru me-
nimbulkan adanya sisa dana
tunjangan profesi guru yang
mengendap hingga Rp 56
triliun di kas daerah seluruh
Indonesia.

Hal ini, menurut
Sumarjati, bisa menjadi
salah satu potensi terjadi-
nya penyalahgunaan uang
negara. uang tersebut su-
dah berada di kas daerah
masing-masing, namun ti-
dak segera sampai kepada
guru. Jika tidak diawasi se-
cara ketat, dana tersebut
bisa menjadi salah satu ce-
lah potensi untuk korupsi.

"Dananya sudah ada di

pemerintah daerah. Dana
sebesar itu kalau penga-
wasannya tidak jelas ada
peluang untuk dikorupsi.
Kita mengharapkan adanya

® Sumarjati Arjoso

Ketua BAKN DPR RI
sistem pengendalian inter-
nal di setiap” kementerian
dan lembaga," katanya.

Pencairan  tunjangan
profesi guru untuk Tahun
Anggaran 2012 dan Tri-
wulan I tahun 2013 hampir
di seluruh wilayah tidak te-
pat waktu. Dari hasil inves-
tigasi, BAKN juga menemu-
kan guru-guru yang tidak
memenuhi syarat namun
tetap menerima tunjangan
profesi. Ada guru yang
menjadi pejabat struktural
namun tetap menerima
tunjangan profesi guru.

Program tunjangan
profesi guru ini ternyata
juga cukup menyulitkan
guru-guru di daerah ter-
pencil. Banyak di antara
mereka yang sulit meme-
nuhi syarat minimal me-
ngajar 24 jam per minggu.
Pemerintah, menurut dia,
bisa melakukan upaya agar
syarat jam mengajar ini bisa
dipenuhi.

Bagi guru yang diba-
wah Kementerian Agama
dan sekolah swasta, kondisi
ini lebth memprihatinkan.
Ada guru yang tidak me-
nerima tunjangan profesi

selama bertahun-tahun.
Tunjangan profesi  guru
vang terhutang di Kemen-
terian. Agama per 16
September 2013 sebesar Rp
3.056 triliun dengan jumlah
guru 997.676 orang. Jumlah
tunjangan terhutang ada di
Bimas " Islam, Katolik, dan
Kristen. Tak ada tunjangan

yang terhutang di  Bimas
Hindu.
Tata kelola program

Masyarakat juga me-
ngeluhkan mengenai pro-
gram subsidi pupuk. Inves-
tigasi BAKN menyebutkan
kurang tertibnya tata kelola
program subsidi pupuk me-
nimbulkan adanya potensi
penyaluran yang tidak te-
pat jumlah dan sasaran.
Volume penyaluran pupuk
bersubsidi yang dilaporkan
produsen pupuk juga tidak
menggambarkan kondisi
yang sebenarnya sehingga
berdampak terhadap perhi-
tungan subsidi.

Dari sisi harga, perhi-
tungan harga pokok pupuk
bersubsidi belum dilakukan
secara transparan. Infor-
masi mengenai keterse-

diaan Pupuk Bersubsidi dan
harga eceran tertinggi
(HET) nya tidak tersedia.

Akibatnya, penjualan
pupuk bersubsidi sering
diatas HET. Hal ini menim-
bulkan kerugian bagi pe-
merintah. Hingga akhir
2013, hutang pemerintah
kepada BUMN produsen
pupuk tercatat Rp 6,6 triliun.
Hutang ini cukup
mengganggu likuiditas pe-
rusahaan.

BAKN DPR RI mereko-
mendasikan kepada Pimpi-
nan DPR RI agar meminta
pemerintah dapat menyem-
purnakan kebijakan yang
menjadi akar permasalahan
dalam tata kelola program
tunjangan profesi guru dan
pupuk bersubsidi.

BAKN juga mengingat-
kan tentang kasus penga-
daan sarana dan prasarana
pembuatan vaksin flu bu-
rung untuk manusia pada
Kementerian Kesehatan TA
2008-2011. BAKN meman-
dang hingga saat ini tidak
ada proses hukum signifi-
kan yang dilakukan KPK ter-
kait kerugian negara sebe-
sar Rp 468,98 miliar. ®adv



